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Abstrak
 

Kesepakatan kedua calon mempelai dalam perkawinan menjadi syarat materil yang sifatnya absolut. Pada

kasus diketahui bahwa kesepakatan/janji kawin dapat menjadi faktor terjadinya hubungan seks pra nikah.

Hal ini sangat merugikan perempuan terlebih terjadi ingkar janji kawin dari pihak lelaki. Karenanya

diperlukan suatu perangkat hukum untuk melindungi perempuan. Namun, apakah peraturan yang mengatur

janji kawin telah memberikan perlindungan yang cukup bagi perempuan, apakah ingkar janji kawin telah

mendapat pengaturan yang cukup sehingga dapat melindungi perempuan ataukah perlu pengaturan khusus,

serta mengapa tindakan ingkar janji kawin dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan bukannya

wanprestasi, hal ini menjadi bahasan dalam penelitian.

 

Penelitian ini menggunakan metoda penelitian lapangan yang bersifat empiris, yaitu identifikasi terhadap

hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan (adat) yang terkait janji kawin.

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan tentang janji kawin dalam Pasal 58 KUHPerdata dan Pasal

11, 12, 13 KHI serta penjelasan Pasal 6 (1) UU Perkawinan telah memberikan perlindungan yang cukup

bagi kaum perempuan pada umumnya, yaitu dalam bentuk pencegahan agar perempuan tidak mempercayai

janji kawin. Ingkar janji kawin tidak diatur dalam undang-undang, namun dengan adanya Yurisprudensi

Mahkamah Agung No. 3191K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986, telah cukup untuk dijadikan acuan bagi

perempuan yang dirugikan akibat ingkar janji kawin, sehingga tidak diperlukan pengaturan khusus. Ingkar

janji kawin termasuk perbuatan melawan hukum karena ingkar janji kawin telah melanggar norma-norma

adat dan kesusilaan dalam masyarakat. Sedangkan wanprestasi merupakan suatu bahasan dalam hukum

perikatan yang hanya menyangkut keperdataan saja. Namun janji kawin perlu juga diatur secara jelas dalam

UU Perkawinan agar dapat diketahui oleh masyarakat luas.

<hr>

An agreement between two parties (in this case refers to a couple) to get into a marriage has been considered

as an absolute material requirement. There is cases in which such an agreement would lead the couple to

engage in a pre-marital sexual intercourse, which definitely brings harm more to the woman, and even worse

if the agreement were violated by the man. However, is the law regulating the marriage promise has already

provided a sufficient protection for the woman? Is the violation of the promise has been well regulated so
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that it can ensure that the woman victimized is really protected? Is there any need to make a new specific

regulation concerning this matter? Why is the violation of this promise considered as a violation against the

law, instead of misachievement? Such questions are those to be addressed in this research.

 

The research applies an empirical field research method, that is, identification on the unwritten law or

customary law (traditional law) concerning the promise to a marriage.

 

The result shows that the jaw concerning this promise in the Article 58 of the Book of Civil Law and the

Article 11, 12, and 13 of the Book of Islamic Law, as well as the Article 6 91) of the Law concerning

Marriage have already provided a sufficient protection for the women in general, manifested in a prevention

for the woman not to trust in such a promise. Such a false promise indeed is not regulated in the law.

However, the Supreme Court's Jurisprudence No.3191 R/Pdt/1984 dated February 8th 1986 is considered to

be sufficient to be treated as reference for the victimized women on this matter.


